
BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2O2A

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOP- 27
TAHUN 2O2A TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2O2A

B I S Mi LLAHIRRAHMANI RRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a.

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 25 /KM.7 /2O2A tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang IV Tahun Anggaran 2A2A dan Surat
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar
Nomor ATA /6123 /2O2A perihal Rencana Kegiatan
Anggaran Pergeseran Dinkes T.A.2O20,dkk, perlu
merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27
Tahun 2A2O tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2O2A;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2A2A
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2A2A;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1A9\;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun l99g
tentang Penyelenggaraa.n Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor L72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); I

3. undarry-tlnd.ang. .8/

Mengingat : 1.

2.
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3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomof 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO+ Nomor 66, Tambahas
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442L|;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 kntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat $an' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talrun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembarall Negara Republik Indonesia Nomor affi3l;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2A tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2A2O tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penangallan. Pandemi Corona Vints Di.sease 2019
(COVID-I?) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor L34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); I

1 1. Perqturan-.....{
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lA, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbzlngan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor t37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20L0 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46La\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52721;

l7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O20 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2AL4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

l8.Peraturan,.... {
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubatt
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun }OLG tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nopol 42, Tarnbahart
Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Nomor 63221

20. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33);

21,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuartgart
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2L Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL 1 Nomor
310);

22.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun
2O11 tentang Pedoman pemUerian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 99
Tahun zALg tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Rantuan Sosial yang Bersumber dari Anggara.n
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 1560);

2S.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2OL9 tentang Pedoman Penyusunarl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor 65);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2A2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disea.se 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daeratr
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor.
249); 2;.peraturoo..#

u
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25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35|PMK.07 l2O2A tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun furgga"ran 2O2O
Dalam Rangka Penanganan Pandemt Corona Vinls
Disease 2019 (COVID-I?) dxrlatau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 3771;

26.Peraturan Menteri Keuartgan Nomor
761PMK.07 /2A2O tentapg Pengelolaan Cadangan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun turggaran 2O2O
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor
678l,;

27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahal
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
Lzl, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2OLB tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2OL8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor lA2l;

28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 20L6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun ZOLZ
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun
2AI7 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Nomor 58);

31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor
s);

MEMU,**KAN.. *
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MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 27 TAHUN
2O2O TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Merubah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 semula be{umlah Rp.
2.035.087.380.767,56 bertambah/berkurang sejumlah Rp.
2.662.840.9 12,00 sehingga menjadi Rp. 2.037.750.221.679,56 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.904.384.289.223'08

b.Bertambah/(berkurang) Pto. 2.662.84O.912.0O

Iumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.907.047.130.135,08

- 2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.O35.O87.380.767,56

b. Bertambah/(berkurang) Ro. 2.662.84O.912.Oo

Jumlah Betanja setelah Perubahan Ro.2.O37.75O.221.679-56

Surplus/(DeIisit) setelah Perubahan Rp. (121.781.634.689,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 131.703.097.544,48

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 131.703.091.544,48

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambahl(berkurang) Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 130.703.091.5aa.48

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2......... 
tt
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Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan, 
Behnja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut aaUm lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran
perubahan tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahart
pada Perangkat Daerah meliputi Dinas Kesehatan, Sekretariat
baerah, Dinls Pertanahan dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh

Besar.
(Zl Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pJraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Ngvember 2020 M

15 Rabiul Akhir L442 H

Diundangkan di Kota Jantho
oada tansqal 30 November 2O2O M
r..- _.- ' ..- 99
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IS DAERAH 
1

EH BESAR, t

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2A2A NOMOR 34.

MAWARDI
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